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MOTTO 
 ًؿاىوٍمىأ ٍنًم انقًيرىف اويليكٍأىًتل ًـا َّكٍيلْا ىلًَإ اىًبِ اويلٍديتىك ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىن ٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ اويليكٍأىت ىلَىك ًساَّنلا 
 ىفويمىلٍعىػت ٍميتٍػنىأىك ًٍثْ ًٍلًْاب 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda 
oranglain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.  
Q.S. Al-Baqarah ayat 188  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h}a h} Ha 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
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ز Zai Z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’..... koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ Qaf q Ki 
ؾ Kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ Mim m Em 
ف Nun n En 
ك Wau w We 
ق ha h Ha 
 
 
x 
 
ء hamzah ...’... Apostrop 
م ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى  Fath}ah A a 
 ًَ  Kasrah I i 
 َي  Dammah U u 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركز Zukira 
3. بهزي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ....... ا Fath}ah dan ya Ai a dan i 
و ....... ا Fath}ah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Haula 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م ....... ا Fath}ah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di 
atas 
م ....... ا Kasrah dan ya i> i dan garis di 
atas 
ك ....... ا Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di 
atas 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. ؿوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
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4. Ta Marbutah  
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:  
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dammah transliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No. Kata Bhasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلَا ةضكر Raud}ah al-at}fa>l/ 
raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam 
transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf 
yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌببر Rabbana 
2. ؿٌزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لأ. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
 
 
xiii 
 
huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan hururf yang 
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajalu 
2. ؿلالجا Al-jala>lu 
 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكا Akala 
2. فكذخات Ta‟khuduna 
3. ؤنلا An-nau‟u 
 
8. Huruf Kapital  
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan, maka 
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yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangannya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya 
berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 
penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿوسرلَادممحامك Wa ma> Muhammad illa> rasu>l 
2. ينلماعلا بر هٌللادملْا Al-hamdu lillahi rabbil ‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata  
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam tansliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلايرخوله هٌللا فاك Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
2. فازيلما ك ليكلا اوفكاف Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>na/ 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
  
Dini Pratiwi, NIM: 152131042 “TINJAUAN HUKUM PIDANA 
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus 
Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN Byl)”. Permasalahan yang diangkat sebagai 
fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 
178/Pid.B/2018/PN Byl terhadap tindak pidana penggelapan menurut hukum 
pidana Islam dan hukum positif. Kemudian dijabarkan dalam sub masalah 
yaitubagaimana dasar pertimbangan hakim dan bagaimana tinjauan hukum pidana 
Islam tentang tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Boyolali No. 178/Pid.B/2018/PN Byl. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum pidana 
Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.178/Pid.B/2018/PN.Byl 
tentang tindak pidana penggelapan dan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum 
pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan 
No.178/Pid.B/2018/PN.Byl.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali No. 178/Pid.B/2018/PN Byl. Serta menggunakan 
pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang berisi 
bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 
178/Pid.B/2018/PN Byl. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah 
buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu 
hukum. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah Pertimbangan 
hakim atas putusan perkara No. 178/Pid.B/2018/PN Byl, hal tersebut sudah sesuai 
dengan mekanisme ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP 
tentang penggelapan. Dengan demikian terdakwa Manang terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan diputus dengan 
hukuman 1 tahun penjara. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara 
No. 178/Pid.B/2018/PN Byl tentang tindak pidana penggelapan, perbuatan 
tersebut termasuk dalam jari>mah ta’zi>r, yaitu hukuman atas jari>mah-jari>mah yang 
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Karena di dalam Al Qur‟an tidak 
dijelaskan secara jelas mengenai hukuman bagi pelaku penggelapan walaupun 
larangan penggelapan itu dilarang di dalam Al Qur‟an. Sehingga hukuman bagi 
pelakunnya dikategorikan dalam ta’zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran 
yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Sehingga menurut penulis 
mengenai macam hukuman ta’zi>r maka tergantung pada wewenang dari penguasa 
(hakim) seperti hukuman penjara yang memberikan efek jera dan tidak akan 
mengulangi perbuatan pidana tersebut. 
 
Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Penggelapan, Ta’zi>r. 
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ABSTRACT 
 
Study Decision No. 178 / Pid.B / 2018 / PN Byl)". Issues raised as a 
focus of research is the analysis of consideration of the judge in deciding the case 
No. 178 / Pid.B / 2018 / PN Byl against the crime of embezzlement by Islamic 
criminal law and positive law. Then elaborated in the sub-problem of how the 
consideration of judges and how to review the Islamic criminal law on the crime 
of embezzlement in Boyolali District Court No. 178 / Pid.B / 2018 / PN Byl.  
This study aimed to describe the Islamic criminal law review to 
consideration of the judge in the decision 178 / Pid.B / 2018 / PN.Byl on the crime 
of embezzlement and to describe the Islamic criminal law review of the offenses 
of embezzlement in decision 178 / Pid. B / 2018 / PN.Byl.  
This type of research is the research literature that research by gathering 
research materials by examining copies of Boyolali District Court No. 178 / Pid.B 
/ 2018 / PN Byl. And using normative juridical research that focused on reviewing 
the application of the rules or norms of positive law. The data used in this study is 
a secondary data source, which contains legal materials. Primary legal materials 
that are used by researchers is the Code of Penal and Boyolali District Court No. 
178 / Pid.B / 2018 / PN Byl. Materials researchers used secondary law are books, 
research results, the work of legal experts, legal science journals.  
The conclusions of this paper are considerations the judge ruling the case 
No. 178 / Pid.B / 2018 / PN Byl, it is in conformity with the provisions 
mechanism as provided for in Article 372 of the Criminal Code of embezzlement. 
Thus Manang defendant proven legally and convincingly guilty of embezzlement 
and sentenced to 1 year severed with jail.In the perspective of Islamic criminal 
law on case No. 178 / Pid.B / 2018 / PN Byl regarding the crime of 
embezzlement, jari>mah ta'zi>r, ie punishment for jari>mah-jari>mah the sentence has 
not been set by the Personality '. Because in the Qur'an is not explained clearly on 
the punishment for the perpetrators of embezzlement despite the ban evasion is 
forbidden in the Koran. So that the penalty for the culprit categorized in ta'zi>r for 
committing violations that resulted in harm to a particular person. Therefore, 
according to the author about the kinds of punishment ta'zi>r then depend on the 
authority of the rulers (judges) like a prison sentence which provide a deterrent 
effect and would not repeat the criminal act.  
 
Keywords: Islamic Criminal Law, Embezzlement, Ta'zi>r. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu 
kenyataan sosial, yang biasanya kerap kurang dipahami oleh masyarakat. 
Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi 
kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang 
kriminal. Selanjutnya, manusia tertentu mempengaruhi lebih lanjut 
manusia disekitar serta lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi 
keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara 
negatif.
1
 
Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan di masyarakat adalah 
penggelapan. Dengan berkembangnya tindak pidana penggelapan maka 
berkembang pula jenis penggelapan yang terjadi di masyarakat. 
Penggelapan marupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan 
manusia dan merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Dimana melihat 
keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk 
mencari jalan pintas. Dari media-media massa maupun media elektronik 
menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan penggelapan 
                                                          
1
 Abdussalam, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 76. 
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dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang 
tidak tercukupi.
2
 
Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam buku kedua tentang 
kejahatan Bab XXIV Pasal 372-Pasal 377 KUHP, selain diatur dalam Bab 
XXIV terdapat rumusan penggelapan, yaitu Pasal 415 dan Pasal 417 yang 
merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
3
 Tindak pidana 
penggelapan dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 372 KUHP yang 
berbunyi: 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah.
4
 
 
Dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri 
Boyolali tahun 2018 total perkara tindak pidana penggelapan berjumlah 
46.
5
 Perkara tersebut terdiri dari berbagai macam seperti penggelapan 
dalam jabatan, penggelapan sepeda motor, penggelapan uang, dan 
sebagainya. Penggelapan yang dilakukan dengan berbagai modus untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum. Berikut adalah 
                                                          
2Asep Miftah Farid, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan 
Bermotor Roda Dua di Polres Garut”, Skripsi, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung 
Djati. Bandung. 2011. Hlm. 2. 
 
3
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 
Kencana, 2014), hlm.139. 
 
4
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 258. 
 
5
Sipp-pn.boyolali.go id, diakses 16 September 2019 pukul 10.06 WIB. 
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salah satu contoh kasus di Pengadilan Negeri Boyolali, yaitu pada Putusan 
Nomor 178/Pid.B/2018/PN Byl dimana putusan tersebut merupakan kasus 
penggelapan mobil sewaan, dalam kasus ini terdakwa telah didakwa oleh 
penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu 
dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP.
6
 
Dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Byl, bahwa peristiwa 
tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 
14.30 WIB terdakwa Manang Agus Prasetyanto datang ke rumah Sugianto 
dengan maksud minta dicarikan sewa mobil untuk pergi ke Jepara. 
Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sugianto menuju rumah Rudiyanto 
untuk menyewa mobil milik Rudiyanto. Kemudian terdakwa menyewa 
mobil Daihatsu Xenia warna silver untuk 2 (dua) hari dengan biaya sewa 
sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa 
bersama Sugianto berangkat menuju Jepara dengan posisi Sigianto sebagai 
sopir, namun sesampai di daerah Batang terdakwa meminta untuk 
bergantian posisi dengan alasan biar tidak salah jalan, sesampainnya di 
daerah Demak, mobil berhenti dan terdakwa bertemu dengan Lani untuk 
membahas jual beli tokek. Selanjutnya terdakwa memutuskan tidak jadi ke 
Jepara namun menuju Karanganyar untuk bertemu dengan 
Agus.Selanjutnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke Cirebon. 
Dalam perjalanan ke Cirebon terdakwa dan Sugianto berhenti di masjid Al 
Hikmah Kec. Ampel Kab. Boyolali untuk menunaikan ibadah sholat subuh 
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Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Byl dalam perkara 
penggelapan, dibacakan putusan tanggal 02 Januari 2019. 
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dan saat itu timbul dalam pikiran terdakwa untuk meninggalkan Sugianto. 
Kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan pergi meninggalkan 
Sugianto.
7
 
Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan 
hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan 
sejahtera. Dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak 
yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum 
Islam, jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridaan Allah 
dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.
8
 
Gulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku 
curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Istilah gulul sendiri 
diambil dari al-Qur‟an surat Ali-Imran ayat 161: 
 ًٌبىًنل ىفاىكاىمىك  ىػن ُّليك ٌفّىويػت َّيثْ ًة ىميًقٍلا ـىٍوىػي َّلىغاىبِ ًتٍأىي ٍليلٍغَّػي ٍنىمىك َّليغَّػي ٍفىا ٍتىب ىسىكاَّم وسٍف
 ىفٍويمىلٍظييىلَ ٍميهىك 
 
“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada hari 
kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. 
Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai 
dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi”.9 
 
Dalam pemikiran berikutnya gulul diartikan menjadi tindakan 
curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan 
                                                          
7
Putusan Pengadilan…….., hlm. 5. 
 
8
Juhaya S. Praja, Hukum Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 62. 
 
9
Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2007), hlm.71. 
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terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta 
bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dll.
10
 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin 
menelitinya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan 
yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: TINJAUAN HUKUM 
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 
(Studi Kasus Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN.Byl). 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 
hakim dalam putusan No.178/Pid.B/2018/PN.Byl tentang tindak 
pidana penggelapan? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam putusan No.178/Pid.B/2018/PN.Byl? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 
ini yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
pertimbangan hakim dalam putusan No.178/Pid.B/2018/PN.Byl 
tentang tindak pidana penggelapan. 
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M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 81. 
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2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak 
pidana penggelapan dalam putusan No.178/Pid.B/2018/PN.Byl. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan keilmuan dibidang hukum pidana islam 
mengenai tindak pidana penggelapan beserta hukumannya. 
b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam penegakkan 
hukum di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah 
terhadap pembaca dan para penulis atau bahkan dapat dijadikan 
perbandingan dengan penulis selanjutnya terkait dengan tinjauan 
Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 
178/Pid.B/2018/PN Byl. 
E. Kerangka Teori 
Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan 
menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa 
sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik,  
 
7 
 
 
 
menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.
11
 
Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 
KUHP yang berbunyi: 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.
12
 
 
Bagian inti delik sengaja menjadikan delik berbuat atau delik 
komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa). Kesengajaan itu 
dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang 
mempunyainya). Bagian inti memiliki arti yang sama dengan delik 
pencurian. Ada padanya bukan karena kejahatan, misalnya karena barang 
itu dipinjam, disewa, dan dititipkan. Dalam hal delik berkualifikasi dalam 
Pasal 374, barang itu ada padanya karena pekerjaan atau beroep (profesi) 
orang itu.
13
 
Penggelapan dalam bahasa Arab yaitu gulul. Menurut Ibnu Manzur 
gulul berarti sangat kehausan dan kepanasan. Adapun definisi gulul secara 
terminologis, antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala‟arji dan Hamid 
Sadiq Qunaibi yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam 
                                                          
 
11Dianita Lestari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan 
(studi kasus putusan nomor: 739/Pid.B/2015/PN.Mks)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 17. 
 
12
R. Soesilo, Kitab......, hlm. 258. 
 
13
Jur Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2016), hlm. 98. 
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hartanya. Definisi gulul yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad 
bin Salim bin Sa‟id Babasil al-Syafi‟i, dengan sedikit uraian ia 
menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah a-
gulul/berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa 
besar. Dalam kitab al-Zawajir, dijelaskan bahwa gulul adalah tindakan 
mengkhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, 
baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan 
perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada 
pimimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang 
digelapkan itu hanya sedikit. 
Dari beberapa definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah gulul 
diambil dari surah Ali „Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya 
terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan 
khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran 
berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap 
harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, 
harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama 
bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.
14
 
F. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap 
berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki 
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M. Nurul Irfan, Korupsi dalam...., hlm. 81. 
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keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti 
telusuri skripsi yang membahas mengenai penggelapan diantaranya: 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andik Kurniawan NIM 
C93213107 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 
358/Pid.B/2014/PN.Mjkt Tentang Pidana Penggelapan Secara Berlanjut” 
skripsi tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
15
 
Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana perbandingan 
tindak pidana penggelapan secara berlanjut menurut hukum positif yaitu 
Pasal 372 KUHP dengan hukum Islam. Dan menjelaskan perbedaan 
pencurian dengan penggelapan. Penelitian hukum yang digunakan yaitu 
penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan studi kepustakaan 
(library research). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam 
hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara 
berlanjut dalam kasus ini ialah hukuman ta’zi>r. Perbedaan dengan 
penelitian ini yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 
178/Pid.B/2018/PN.Byl yang berfokus pada pandangan hukum pidana 
Islam terhadap tindak pidana penggelapan. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sismawati NIM 10300113072 
dengan judul skripsi “Upaya Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Penggelapan Uang Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP dan Hukum 
Islam” skripsi tahun 2017 mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin. 
                                                          
15Andik Kurniawan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN.Mjkt Tentang Pidana Penggelapan Secara Berlanjut”, 
Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. 
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Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana penerapan sanksi 
terhadap tindak pidana penggelapan uang, serta pandangan hukum Islam 
mengenai tindak pidana penggelapan uang. Penelitian tersebut membahas 
tentang bagaimana upaya penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
penggelapan uang ditinjau dari Pasal 372 KUHP dan hukum Islam. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan.
16
 Perbedaan 
dengan penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim Pengadilan 
Negeri Boyolali No. 178/Pid.B/2018/PN.Byl yang berfokus pada 
pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan dan 
jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian kesputakaan (libarary 
research). 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Andi Rahmiah Nanda NIM 
B11113518 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No. 05/Pid..B/2016/PN.Pin)” 
skripsi tahun 2017 mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. 
Penelitian tersebut mengkaji tentang penerapan hukum pidana materiil 
terhadap kasus tindak pidana penggelapan mobil rental dalam putusan No. 
05/Pid.B/2016/PN.Pin dan bagaimana pertimbangan hukum hakim 
terhadap putusan tersebut.
17
 Perbedaan dengan penelitian ini adalah 
peneliti tidak hanya meneliti tindak pidana penggelapan dengan sudut 
                                                          
16
Sismawati, “Upaya Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan 
Uang di Tinjau Dari Pasal 372 KUHP dan Hukum Islam”, Skripsi, UIN Alauddin, 2016. 
 
17
Andi Rahmiah Nanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi 
Kasus Putusan No. 05/ Pid.B/2016/PN.Pin)”,Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. 
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pandang hukum pidana yang berlaku di Indonesia saja, namun juga 
meneliti dengan sudut pandang hukum pidana Islam. 
 
G. Metode Penelitian 
Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk metode penelitian kepustakaan 
(library research) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa 
buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, internet.
18
 Disebut sebagai 
penelitian kepustakaan karena penelitian ini mengumpulkan bahan-
bahan penelitian dengan membaca berkas-berkas putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali No. 178/Pid.B/2018/PN.Byl yang menjatuhkan 
hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. 
Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada 
norma-normahukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam 
masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini merupakanpenelitian 
kualitatif, yaitu data yang terkumpul berupa tulisan, bukan merupakan 
angka.
19
 
                                                          
18
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 
hlm. 50. 
 
19
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105. 
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2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sumber data 
sekunder, diantaranya: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan objek penelitian, adapun yang menjadi bahan 
hukum primer yaitu:
20
 
1) Putusan hakim tentang tindak pidana penggelapan No. 
178/Pid.B/2018/PN.Byl. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-
buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal 
ilmu hukum.
21
 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk 
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus dan surat kabar.
22
 
                                                          
20
Zainuddin Ali, Metode Penelitian...., hlm. 23. 
 
21
Ibid., hlm. 23.  
 
22
Ibid., hlm. 24. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data yaitu teknik dokumentasi. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang 
berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud 
dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 
masalah yang dipecahkan.
23
Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini 
meliputi dokumentasi Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN.Byl sebagai 
sumber bahan primer. 
 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses 
pengelolaan data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan 
data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 
uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan 
segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data 
yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan 
atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.
24
 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis isi (content analysis) atau kajian isi. Menurut Holsti, 
                                                          
23
M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
 
24
Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gama Univ Press, 
1995), hlm. 63. 
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kajian ini adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik 
kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan 
dilakukan secara objektif dan sistematis.
25
 Metode ini digunakan untuk 
menganalisis substansi terkait pertimbangan hakim dalam perkara 
tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 178/Pid.B/2018/PN.Byl 
dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-
masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan 
diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:  
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas bagian 
dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian 
yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, 
Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori, dalam bab ini meliputi landasan teori yang 
terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, tinjauan 
umum tentang penggelapan, dan penggelapan dalam Islam. 
BAB III Deskripsi Putusan Perkara No. 178/Pid.B/2018/PN.Byl, 
dalam bab ini terdiri dari gambaran umum Pengadilan Negeri Boyolali 
                                                          
25
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2002), hlm. 163. 
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mulai dari sejarah Pengadilan Negeri Boyolali, visi dan misi Pengadilan 
Negeri Boyolali, dan deskripsi putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 
178/Pid.B/2018/PN.Byl, dakwaan, pembuktian, tuntutan, pertimbangan 
hakim dan amar putusan mengenai tindak pidana penggelapan. 
BAB IV Analisis Data, dalam bab ini akan dibahas mengenai 
analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 
putusan No.178/Pid.B/2018/PN.Byl tentang tindak pidana penggelapan 
dan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam putusan No.178/Pid.B/2018/PN.Byl. 
BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa 
kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 
diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 
A. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Positif 
1. Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Penggelapan 
Sebelum menguraikan pengertian penggelapan, terlebih dahulu 
akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Di dalam istilah 
bahasa Belanda tindak pidana diterjemahkan dengan “strafbarfeit”, 
yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan 
Indonesia hingga saat ini. Selain istilah strafbarfeit ada juga yang 
memakai istilah lain yaitu “delict”, yang kemudian diterjemahkan 
dengan “delik”.26 Oleh karena itu, terjemahan strafbarfeit itu 
menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum, 
yaitu: 
a. Perbuatan pidana 
Perbuatan pidana menurut Prof. Mulyatno, S.H sebagaimana 
dikutip oleh Teguh Prasetyo adalah suatu kelakuan manusia yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum, dimana 
pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kata “perbuatan” juga 
menunjuk kepada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang 
bersifat aktif, maksud dari aktif yaitu melakukan sesuatu yang 
sebenarnya dirangan hukum, tetapi dapat juga bersifat 
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 M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 
hlm. 58. 
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pasif, maksudnya yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum.
27
 
b. Peristiwa pidana 
Pengertian peristiwa pidana atau sering disebut tindak pidana 
(delict) yang dikemukakan oleh R. Abdoel Djamali, yaitu suatu 
perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa 
pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.
28
 
c. Tindak pidana 
Istilah tindak pidana terjemahan dari strafbaarfeit oleh pihak 
pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini juga banyak 
digunakan dalam undang-undang pidana khusus, misalnya Undang-
undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang Pidana Korupsi 
dan lain sebagainya.Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan 
undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, 
dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang 
dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
29
 
Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana 
(delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
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 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Cet. 8, (Depok: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48. 
 
28
Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 493. 
 
29
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana.......,hlm. 49. 
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larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 
bagi barangsiapa larangan tersebut.
30
 
d. Penggelapan  
Penggelapan yaitu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 
Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana 
penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab 
inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau 
penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut 
maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui 
perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam 
ketentuan tersebut.
31
 
Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan 
yaitu: “Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan 
karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, 
misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan 
sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk 
menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri 
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 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.37. 
 
31
 Mazmur Septian Rumapea, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang 
Elektronik dalam Transaksi Elektronik,” Jurnal Hukum Kaidah, (Medan) Vol. 18 Nomor 3, 2019, 
hlm. 31. 
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sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti 
melakukan penggelapan.
32
 
Tindak pidana verduistering yang diatur dalam Pasal 321 
Wetboek van Strafrecht, yang rumusannya ternyata sama dengan 
rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 
KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, 
yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai 
berikut: 
Hij die opzettelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een 
ander toebehoort en dat anders dan door misdrijf onder zich 
heeft, wederrechtelijk zich toeeigent, wordt, als schuldig aan 
verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd 
gulden. 
 
Artinya: 
Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan 
hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian 
merupakan kepunyaan oranglain yang berada padanya bukan 
karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun 
atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus 
rupiah.
33
 
 
2. Tujuan Pemidanaan  
Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak 
terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada 
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Mazmur Septian Rumapea, Perlindungan….., hlm. 31. 
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Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, ed 2, cet 1, 2009), hlm. 112. 
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dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin 
dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari 
penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam 
melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu tidak 
mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan 
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan 
pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan 
baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) 
maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan 
kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi 
(speciale preventif); atau 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat.
34
 
Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana 
perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan 
pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan 
rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan 
suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau 
merendahkan martabat manusia. 
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 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Jakarta: P.T 
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3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam 
Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur subjektif: dengan sengaja 
b. Unsur objektif: 1) barangsiapa; 
2) menguasai secara melawan hukum; 
3) suatu benda; 
4) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
5) berada padanya bukan karena kejahatan.
35
 
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
a. Unsur barangsiapa 
Yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana 
pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun 
rohani. 
b. Unsur dengan sengaja 
Unsur dengan sengaja yaitu pelaku menyadari bahwa ia 
secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari 
bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang 
lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya 
atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi 
kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk 
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kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki 
adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. 
c. Unsur memiliki secara melawan hukum 
Yakni telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut 
Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan 
keputusan di dalam pergaulan masyarakat. 
d. Unsur suatu benda 
Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai 
unsur ini, menerangkan bahwa:  
Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai 
adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan 
barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak 
melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat 
melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan 
perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-
benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin 
terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap. 
e. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang 
diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik 
seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada 
pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda 
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yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat 
menjadi objek penggelapan.  
Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak 
dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara 
keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya 
sebagian yang dimiliki oleh orang lain. 
f. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan 
Yaitu sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan 
seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena 
adanya perjanjian sewamenyewa, pinjam-meminjam, dan 
sebagainya.
36
 
4. Jenis-Jenis Penggelapan 
Buku II KUHP mengatur tentang kejahatan, diantaranya adalah 
penggelapan. Penggelapan terdiri dari 6 Pasal (372-377), yaitu: 
a. Penggelapan dalam bentuk pokok, Pasal 372; 
b. Penggelapan ringan, Pasal 373; 
c. Penggelapan yang diperberat, Pasal 374  
d. Penggelaapan oleh wali, Pasal 375; 
e. Penggelapan dalam kalangan keluarga, Pasal 376; 
f. Penggelapan Pasal 377.37 
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Berikut adalah penjelasan jenis-jenis penggelapan yang tertuang 
dalam Bab XXIV Buku II KUHP, yaitu: 
a. Pasal 372 KUHP 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP 
merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang 
berbunyi:  
Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum 
sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan 
kepunyaan oranglain yang berada padanya bukan karena 
kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan 
pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.
38
 
 
b. Pasal 373 KUHP 
Tindak pidana ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur 
dalam Pasal 373, yang berbunyi: 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang 
digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua 
ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau 
dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. 
 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP 
di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu gepriviligieerde 
verduistering yakni tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur 
yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak 
pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah, 
karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut: 
1) Bukan merupakan ternak, dan 
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2) Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.39 
c. Pasal 374 KUHP 
Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang 
memberatkan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam 
Pasal 374 KUHP, yang berbunyi sebagi berikut: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada 
padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena 
pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 
 
Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang 
dimaksudkan di atas ialah, karena tindak pidana penggelapan telah 
dilakukan atas benda yang berada pada pelaku: 
1) Karena hubungan kerja pribadinya, 
2) Karena pekerjaannya, dan 
3) Karena mendapat imbalan uang.40 
d. Pasal 375 KUHP 
Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wali 
dan lain-lainnya oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam 
Pasal 375 KUHP, yang berbunyi: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang, kepada siapa suatu 
benda itu karena terpaksa telah diserahkan untuk disimpan atau 
oleh wali-wali, pengampu-pengampu, kuasa-kuasa, pelaksana-
pelaksana wasiat, pengurus-pengurus dari lembaga-lembaga 
kebajikan atau dari yayasan-yayasan, terhadap suatu benda yang 
ada dalam penguasaan mereka karena kedudukan mereka yang 
demikian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
enam tahun. 
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Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP 
juga merupakan suatu gequalificeerde verduistering atau suatu 
penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, yakni karena 
benda yang digelapkan merupakan benda yang ada pada pelaku: 
1) Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk 
disimpan; 
2) Dalam keadaannya sebagai seorang wali; 
3) Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu; 
4) Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa; 
5) Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat; atau 
6) Dalam keadaannya sebagai seorang pengurus dari suatu lembaga 
kebajikan atau suatu yayasan.
41
 
e. Pasal 376 KUHP 
Tindak pidana penggelapan dalam keluarga oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367KUHP berlaku bagi 
kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini.
42
 
 
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menurut 
ketentuan dalam Pasal 367 KUHP di atas dinyatakan berlaku bagi 
semua jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Bab Ke-
XXIV Buku ke-II KUHP itu berbunyi sebagai berikut: 
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1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau 
istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau 
bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan 
itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan 
pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan 
tersebut. 
2) Jika mereka merupakan suami atau istri yang bercerai meja 
makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau 
merupakan saudara sedarah atau saudara karena perkawinan, 
baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai 
derajad kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah 
dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapaat 
dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang 
terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan. 
3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga ibuan, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain daripada ayah, maka ketentuan dalam 
ayat terdahulu itu juga berlaku bahi orang lain tersebut. 
Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP di 
atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya: 
1) Bahwa Pasal 367 ayat (1) KUHP telah membuat keadaan tidak 
bercerai meja makan dan tempat tidur dan keadaan tidak 
bercerai harta kekayaan menjadi dasar-dasar yang meniadakan 
28 
 
 
penuntutan atau vervolging-suitsluitingsgronden bagi seorang 
suami atau istri, jika mereka itu bertindak sebagai pelaku atau 
sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana 
penggelapan terhadap istri atau suami mereka. 
2) Bahwa Pasal 367 ayat (2) KUHP telah membuat tindak pidana 
penggelapan sebagai suatu delik aduan relatif atau suatu 
relatieve klachtdelict, yakni jika tindak pidana itu telah 
dilakukan atau telah dibantu pelaksanaannya oleh seorang suami 
atau seorang istri yang bercerai harta kekayaan dengan istri atau 
dengan suaminya dan tindak pidana tersebut telah dilakukan 
terhadap mereka, ataupun jika pelaku atau orang yang 
membantu melakukan tindak pidana penggelapan itu adalah 
saudara sedarah atau saudara karena perkawinan, baik dalam 
garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajad 
kedua dari orang, terhadap siapa tindak pidana tersebut 
dilakukan.
43
 
f. Pasal 377 KUHP 
1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan 
yang diterangkan dalam Pasal 372, 374 dan 375, maka hakim 
dapat memerintahkan supaya keputusannya diumumkan dan 
menjatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam 
Pasal 35 KUHP No. 1-4. 
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2) Jika sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia 
dapat dipecat dari jabatannya itu.
44
 
 
B. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Islam 
1. PengertianPenggelapan dalam Hukum Pidana Islam 
Gululadalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku 
curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Istilah gulul 
sendiri diambil dari al- Qur‟an surat Ali-Imran ayat 161 : 
 ىػن ُّليك ٌفّىويػت َّيثْ ًة ىميًقٍلا ـىٍوىػي َّلىغاىبِ ًتٍأىي ٍليلٍغَّػي ٍنىمىك َّليغَّػي ٍفىا ًٌبىًنل ىفاىكاىمىك ٍتىب ىسىكاَّم وسٍف
 ىفٍويمىلٍظييىلَ ٍميهىك 
 
“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada 
hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya 
itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna 
sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak 
dizalimi”.45 
 
Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik 
harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang 
lain. 
Dari definisi penggelapan diatas, dapat diketahui unsur-unsur 
penggelapan yaitu: 
a) Memiliki barang milik orang lain; 
                                                          
44
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b) Barang yang dimiliki berupa harta; 
c) Barang tersebut harus sudah ada dalam penguasaanya dan tidak 
karena kejahata; 
d) Adanya niat yang melawan hukum. 
Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai 
tindak pidana (jari>mah) apabila unsur-unsurnya telah dipenuhi. Unsur 
tersebut terdapat dua yaitu umum dan khusus. Abdul Qadir Audah 
seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa 
unsur-unsur umum jari>mah ada tiga macam yaitu: 
1) Unsur formal yaitu adanya nash atau ketentuan yang melarang 
perbuatan dengan hukuman. 
2) Unsur materiil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jari>mah, 
baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat 
(negatif). 
3) Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 
dilakukan.
46
 
2. Pengertian dan Macam-macam Jarīmah 
Tindak pidana dalam hukum Islam disebut jarīmah. Dalam 
hukum Islam jarīmah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh Allah SWT dengan hukuman ḥudūddan ta’zi>r. Jarīmah 
sangat erat kaitannya dengan Jinayāh (hukum pidana). Jinayāh dan 
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jarīmah memiliki arti yang sama, kata Jinayāh adalah bentuk masdar 
dari kata jana yang berarti suatu hasil perbuatan  buruk yang dilakukan 
seseorang.
47
 
Jari>mah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang 
diancam dengan hukuman h}ad atau ta’zi>r. Jadi suatu perbuatan baru 
dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara’ dan 
diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu 
tidak ada larangannya dalam syara’ maka perbuatan tesebut 
hukumannya mubah.
48
 
Jari>mahditinjau dari segi hukumannya terbagi terbagi kepada tiga 
bagian, yaitu jari>mah h{udu>d, jari>mah qis{a>s{dan diya>t, danjari>mah ta’zi>r. 
a. Jari>mah H{ud>ud 
Jari>mah h{udu>dadalah jari>mahyang ancaman hukumannya 
telah ditentukan oleh Allah yaitu hukumanh}ad. Sebagaimana telah 
dikemukakah oleh Abdul Qadir Audah, yaitu :“Hukuman h}ad 
adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟ dan merupakan 
hak Allah.” Jari>mahh{udu>d ada tujuh macam, yaitu : 
1) Zina> 
Hukum Islam mengartikan zina>yaitu setiap hubungan kelamin 
diluar nikah, baik pelaku sudah kawin ataupun belum, dilakukan 
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dengan suka sama suka ataupun tidak.
49
Hukuman bagi pelaku 
zina> yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat 
Al-Qur‟an, yaitu didera seratus kali, sementara bagi pezina 
muhsan dikenakan sanksi rajam (melempari batu).
50
 
2) Qadzaf 
Qadzaf dari segi bahasa berarti ar-ramyu artinya melempar, 
sedangkan menurut istilah qadzaf yaitu menuduh wanita baik-
baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan. Dalam 
hukum Islam perbuatan qadzaf termasuk dalam jari>mah h{udu>d 
yang ancaman hukumannya berat, yaitu didera 80 kali.
51
 
3) Sariqah (Pencurian) 
Sariqah (pencurian) merupakan perbuatan mengambil harta 
orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki serta 
tidak adanya paksaan. Al-Qur‟an dalam surat Al-Maidah ayat 38 
menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukuman 
poting tangan.
52
 
4) H}ira>bah(Pencurian) 
H}ira>bahadalah mengambil harta milik orang lain yang 
dilakukan secara terang-terangan dan kekerasan. Bentuk-bentuk 
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jari>mah h}ira>bah ada empat yaitu keluar untuk mengambil harta 
secara kekerasan kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi 
tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, keluar untuk 
mengambil harta secara kekerasan kemudian ia mengambil harta 
tanpa membunuh, keluar untuk mengambil harta secara 
kekerasan kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa 
mengambil harta, dan keluar untuk mengambil harta 
secarakekerasan kemudian ia mengambil harta dan melakukan 
pembunuhan.
53
 
5) Pemberontakan 
Pemberontakan atau Al-baghyu diartikan sebagai keluarnya 
seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. 
Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa pemberontakan adalah 
orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak 
mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak 
kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki 
pemimpin.
54
 
6) Minum-minuman keras 
Larangan minum-minuman keras didasarkan pada ayat Al-
Qur‟an surat Al-Maidah ayat 90. Tetapi dalam ayat tersebut 
tidak ditegaskan hukuman apa bagi peminum khamr. Sanksi 
                                                          
53
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 95. 
 
54
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…,  hlm. 158. 
 
34 
 
 
pada delik ini didasarkan pada hadits Nabi yakni melalui sunah 
fi‟liyah-nya, bahwa hukuman terhadap jari>mah ini adalah dera 
40 kali.
55
 
7) Jari>mah Riddah 
Riddah dari segi bahasa artinya ruju‟ (kembali).Sedangkan 
menurut istilah Riddah ialah orang yang kembali dari 
agamaIslam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani 
menyampaikan kafir setelah beriman.
56
 
b. Jari>mah qis{a>s{dan diya>t 
Jari>mah qis{a>s{dan diya>tadalah jari>mahyang diancam dengan 
hukuman qis{a>{s atau diya>t. Baik qis{a>{satau di>yat kedua-duanya 
adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaanya 
dengan hukuman h}ad adalah bahwa hukuman h}ad merupakan hak 
Allah (hak masyarakat), sedangkan qis{a>{sdan diya>t merupakan hak 
manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain ialah 
karena hukuman qis{a>{sdan diya>t merupakan hak manusia maka 
hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau 
keluarganya, sedangkan hukuman h}ad tidak bisa dimaafkan atau 
digugurkan.
57
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Dalam gramatika Bahasa Arab, ini disebut dengan faidah 
musya>rakah. Berarti maksud dari qis{a>{sadalah apa yang dilakukan 
seseorang pada orang lain, dibalas sama dengan yang dilakukan 
orang tersebut pada orang itu. Dengan demikian, bunuh dibalas 
dengan bunuh(al-nafs bi al-nafs), melukai mata dibalas dengan 
melukai mata (al-‘ain bi al-‘ain), melukai hidung dibalas dengan 
melukai hidung (al-anf bi al-anf), melukai telinga dibalas melukai 
telinga (al-udzun bi al-udzun), merusak gigi dibalas dengan 
merusak gigi (al-sinn bi al-sinn), dan seterusnya. Adapun 
di>yatmerupakan sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada 
keluarga korban pembunhan karena tindak kriminal yang dilakukan 
terhadap jiwa.
58
 
 
3. Dasar Hukum Larangan Jarīmah Penggelapan 
Penggelapan dalam hukum Islam termasuk yang dilarang antara lain: 
a. Al- Baqarah : 188 
 ىلًَإ اىًبِ اويلٍديتىك ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىن ٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ اويليكٍأىت ىلَىك ًساَّنلا ًؿاىوٍمىأ ٍنًم انقًيرىف اويليكٍأىًتل ًـا َّكٍيلْا
 ىفويمىلٍعىػت ٍميتٍػنىأىك ًٍثْ ًٍلًْاب 
Artinya:  
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
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memakan sebagian daripada harta benda oranglain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
59
 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa harta seharusnya memilikifungsi 
sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya 
dimiliki pula oleh si B, melalui zakat maupun sedekah. 
Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi 
antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan 
saling membantu. Makna inilah yang antara lain dikandung oleh 
penggunaan kata bainakum (antara kamu) dalam firman-Nya yang 
memulai uraian menyangkut perolehan harta.Kata antara 
mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara 
dua pihak, dan harta seakan berada di tengah. Keuntungan dan 
kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh 
masing-masing. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan 
segala yang batil adalah tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum dan 
tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar 
kerelaan yang berinteraksi.
60
 
 
 
b. An Nisa: 29 
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 وضاىرىػت ٍنىع نةىراىًتِ ىفويكىت ٍفىأ َّلًَإ ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىن ٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ اويليكٍأىت ىلَ اوينىمآ ىنيًذَّلا ا ىهُّػيىأ اىي 
ا نميًحىر ٍميكًب ىفاىك ىهَّللا َّفًإ ٍميكىسيفٍػنىأ اويليػتٍقىػت ىلَىك ٍميكٍنًم 
Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.
61
 
 
c. Kemudian ditegaskan dalam surat An Nisa: 30 
انيرًسىي ًهَّللا ىىلىع ىكًل َٰىذ ىفاىكىك انراىن ًهيًلٍصين ىؼٍوىسىف ا نمٍليظىك انناىكٍديع ىكًل َٰىذ ٍلىعٍفىػي ٍنىمىك 
Artinya: 
Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum 
dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang 
demikian itu mudah bagi Allah.
62
 
 
 
 
d. Al-Maidah: 33 
 َّلىصيي ٍكىأ اويلَّػتىقيػي ٍفىأ انداىسىف ًضٍرىٍلْا فِ ىفٍوىعٍسىيىك يهىلويسىرىك ىهَّللا ىفويًبراىييُ ىنيًذَّلا يءاىزىج اىَّنًَّإ ٍكىأ اويب
 يليجٍرىأىك ٍمًهيًدٍيىأ ىعَّطىقيػت ٍميىلهىك اىيٍػن ُّدلا فِ همٍزًخ ٍميىله ىكًلىذ ًضٍرىٍلْا ىنًم اٍوىفٍػنيػي ٍكىأ 
وؼ ىلاًخ ٍنًم ٍميه
 هميًظىع هباىذىع ًةىرًخٍلْا فِ 
Artinya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah 
mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat 
kediamanya). Yang demikian itu (sebagai suatu) penghinaan untuk 
mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang 
besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) 
sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka 
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ketahulah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
63
 
 
e. Al-Anfal: 58 
 ىوىس َٰىىلىع ٍمًهٍيىًلإ ٍذًٍبناىف نةىناىيًخ 
ـوٍوىػق ٍنًم َّنىفاىىتَ اَّمًإىك ىينًًنئاٍىلْا ُّب ًييُ ىلَ ىهَّللا َّفًإ 
وءا  
Artinya: 
Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka 
dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berkhianat.
64
 
Selain ayat-ayat tersebut, terdapat pula beberapa hadis yang 
memperkuat, larangan terhadap tindak pidana penggelapan, yaitu: 
1) Hadis dari Jabir 
 ىلَىك ًنئ ا ىخ ىىلىع ىسٍيىل : ىؿىاق ملسك هيلع للها ىلص بىنلا هنع للها يضر ًرًب ا ىج ٍنىع
 ى ىلَك وبًهىتٍنيم لذممذلا هححصك هسملْا اكر رعٍطىق وسًلىتٍيخْ  
 
Yang artinya berbunyi : 
“Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) 
muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”. 
(H.R. Ahmad. Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; 
al-Muntaqa II: 723)
65
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2) Hadis Aisyah 
 ٍطىًقب ًُّبَّنل اىرىمىأىف يايدىحٍىتِىك ىع اىتلما يرٍػيًعىتٍسىت هةَّيًم ٍك يزٍىمح هةىأىرٍمإ ٍتىناىك : ٍتىل اىق ىةىشًئاىع ٍنىعىك ع
 ىسيأاىي : ًُّبَّنلا  يهىل ىؿاىقىػف اىهًيف ًَّبَّنلا ىمَّلىكىف ياٍويمَّلىكىف 
ودٍيىز ىنٍب ىةىم اىسىأ ا ىهيلٍهىأرىت ىأىف اىهًدىي ىما ية
 ىكىلىه اىَّنًَّا : ىؿاىقىػف انبٍيًط ىخ  ًُّبَّنلا ـى اىق َّيثْ َّلىج ىك َّزىع ًللهاًدٍك يديح ٍنًم ٍّدىح ًىفِ يعىفٍشىت ىؾاىرىأىلَ
 يفٍيًعَّضلا يمًهٍيًف ىؽىرىس اىذًإىك ياٍويك ىرىػت يفًيرَّشلا يمًهيًف ىؽىرىس اىذًإ يهَّن ىًأب ٍميكىل ٍػبىػق ىفاىك ٍنىم
 َّلاىك ياٍويعىطىق يدىي ىعًطيقىػف ا ىه ىدىي يتٍعىطىقىل 
ودٌمىيمح يتًٍنب يةىمًط اىف ٍتىن ا ىك ٍوىل ًاًدىًيب يًسٍفىػن لًذ
 ًةَّيًم ٍكيزلمحا 
 ملسم يااىكىر) 
Yang artinya berbunyi : 
“Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah 
pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka 
oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong 
tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya 
membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw 
tentang kasus perempuan terseebut. Jawab Nabi Saw kepada 
Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan 
pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-
hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan 
pesannya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umah sebelum kamu 
dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu 
ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, 
tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang 
lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku 
dalam kekuasaannya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang 
mencuri, pasti akan aku potong tanganya”. Begitulah, lalu Nabi 
Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim dan 
Nasai).
66
 
 
C. Konsep Jari>mah Ta’zi>r 
1. Pengertian Jari>mah Ta’zi>r 
Ta’zi>r adalah bentuk masdar dari kata azzaruyang secara 
etimologis berartimenolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti 
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menolong atau menguatkan.
67Ta’zi>r dapat berarti addaba (mendidik) 
atau azhamu wa waqra’ yang artinya mengagungkan dan menghormat. 
Dari berbagai pengertian makna ta’zi>r yang paling relevan adalah 
menolak dan mencegah, dan pengertian kedua ta’dib (mendidik).68 
Sedangkan pengertian ta’zi>r dalam syariat berarti memberi hukuman 
kepada seseorang atas kesalahan yang tidak ada ketentuan H}adatau 
hukumannya. 
Dengan demikian, ta‘zi>r adalah hukuman yang diserahkan kepada 
penguasa untuk menentukan bentuk dan  kadarnya  sesuai  dengan  
kemaslahatan  yang  menghendaki  tujuan  syara’ dalam menetapkan 
hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa   
meninggalkan   perbuatan   wajib   atau   mengerjakan  perbuatan yang 
dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori h}udud 
dan kafarah, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa 
gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta 
perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak-
hak pribadi.
69
Akibatnya,  kejadian  yang  sama,  oleh  hakim   dapat 
diputus   dengan   hukum   yang   berbeda   oleh  hakim   yang   lain   
karena perbedaan  situasi  yang  menjadi  latarnya. Hakim dalam hal ini 
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diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jari>mah 
ta’zi>r. 
2. Sumber Hukum Ta’zi>r 
Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jari>mah ta’zi>r 
terdapat beberapa hadis Nabi saw dan tindakan-tindakan para sahabat. 
Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:  
Hadis pertama, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, dalam 
kitab fiqh Al-Sunnah: 
 
 ىمٍهُّػتلا ًفّ ىسىبىح ىمَّلىسىك ًهٍيىلىع يهَّللا ىَّلىص َّبىَّنلا َّفىا , ًا ِّدىج ٍنىع ًهًٍيبىا ٍنىع ومٍيًكىح ًنٍبًازٍهىػب ٍنىع ًة  
Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi 
saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. 
(Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Turmudzi, Nasa‟i, dan Baihaqi, 
serta dishahihkan oleh Hakim)
70 
 
Hadis kedua dan ketiga yang mengutip dari Muhammad bin 
Isma‟il Al-Kahlani, dalam kitab Subul Al-Salam, berikut bunyi hadis 
tersebut: 
 ىلَ : يؿٍويقىػي ىمَّلىسىك ًهٍيىلىع يهٌللا ىَّلىص ًهٌللا ىؿٍويسىر ىع ًىسَ يهٍنىع يهٌللاىىًضىر ًٍلراىصٍنىٍلَا نةىدٍريػب ًبِىا ٍنىع 
 ىلَاىعىػت ًهٌللا ًدٍكيديح ٍنًم ٍّدىح ًفّ َّلًَا وطاىوٍسىا ىةىرٍشىع ىؽٍوىػق يدىلٍييُ 
 
Dari Abu Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah 
aaw. Bersabda: “tidak boleh dijlid di atas sepuluh sambuk 
kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah 
Ta‟ala”. (Muttafaq alaih)71 
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 َّلىص ًَّبَّنلا َّفىا اىهٍػنىع يهٌللا ىىًضىر ىةىشًناىع ٍنىعىك ًتاىن ٍػيىلها لًكىذ اٍويل ٍػيًقىا : ىؿاىق ىمَّلىسىك ًهٍيىلىع يهٌللا ى
 ىدٍكيديلْا َّلًَا ٍم
ًًتِ اىرىػثىع 
 
Dari Aisyah ra. Bahwa nabi saw. bersabda: “ringankanlah 
hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan 
kejahatan atau perbuatan mereka, kecuali dalam jari>mah-jari>mah 
h{udu>d”. (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa‟i)72 
 
Dari ketiga hadis tersebut secara umum menjelaskan tentang 
eksistensi ta’zi>rdalam syariat Islam. 
a. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan 
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan 
untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, 
dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang 
bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana. 
b. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r yang tidak 
boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakannya dengan 
jari>mah h{udu>d. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana 
yang termasuk jari>mah h{udu>d dan mana yang termasuk jari>mah 
ta’zi>r. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk 
jari>mah h{udu>d adalah zina>, qadzf, murtad, minum khamr, 
pemberontakan, pencurian dan h}ira>bah. Adapun jari>mah qis}a>s} 
diyatterdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Selain dari jari>mah-
jari>mahtersebut, termasuk jari>mah ta’zi>r meskipun ada juga 
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beberapa jari>mah yang diperselisihkan oleh para fuqaha seperti 
liwath, homoseksual atau lesbian. 
c. Hadis yang ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman 
ta’zi>r yang bisa jadi berbeda-beda penerapanya, berdasarkan status 
pelaku dan hal lainnya.
73
 
3. Jenis-JenisTa’zi>r 
a. Dari segi sifatnya, jari>mah ta’zi>r dapat dibagi menjadi 3 bagian, 
yaitu : 
1) Ta’zi>rkarena melakukan perbuatan maksiat; 
2) Ta’zi>rkarena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum; 
3) Ta’zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran. 
b. Jari>mah ta’zi>r dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi 2 
bagian, yaitu : 
1) Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah, yaitu semua 
perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, 
berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi 
syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-
bahan pokok, dan penyelundupan. 
2) Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak individu, yaitu setiap 
perbuatan yang mnegakibatkan kerugian pada orang tertentu, 
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bukan orang banyak. Contoh penghinaan, penipuan, dan 
pemukulan. 
c. Dari segi dasar hukum (penetapannya), ta’zi>r dibagi menjadi 3 
bagian, yaitu : 
1) Jari>mah ta’zi>r yang berasal dari jari>mah-jari>mah h}udu>d atau 
qis}a>s}, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, 
seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga 
sendiri. 
2) Jari>mah ta’zi>r yang jenisnya disebutkan dalam nas syara’ tetapi 
hukumannya belum ditetapkan, seperti suap, riba, dan 
mengurangi takaran dan timbangan. 
3) Jari>mah ta’zi>r yang baik jenis maupun sanksinya belum 
ditentukan oleh syara’. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan 
kepada ulul amri.
74
 
Abdul Aziz Amir membagi jari>mah ta’zi>rsecara rinci kepada 
beberapa bagian yaitu: 
a) jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan pembunuhan; 
b) jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan pelukaan; 
c) jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kejahatan terhadap 
kehormatan dan kerusakan akhlak; 
d) jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan harta; 
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e) jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; 
f) jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan keamanan umum.75 
4. Jenis-Jenis Sanksi Ta’zi>r 
Adapun jenis-jenis sanksi ta’zi>r diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
a. Hukuman Mati 
Hukaman mati ditetapkan sebagai hukuman qis}a>s} untuk 
pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman h}ad untuk 
jari>mahh}ira>bah, zina> muhsan, riddah, dan jari>mah pemberontakan. 
Untuk jari>mah ta’zi>r, hukuman mati ditetapkan oleh para fuqaha 
secara beragam.
76
 
Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta’zi>r dengan hukuman 
mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan 
membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian 
yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang 
dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk islam. 
Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga 
memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r tertinggi. 
Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan 
kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafi‟iyah 
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membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan 
penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan 
sunah.
77
 
b. Hukuman Cambuk  
Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau 
semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah 
cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak 
terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 
Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara 
adalah pertengahan. 
Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji 
dan kepala, melaikan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu 
Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, 
karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan 
orang yang terhukum. Larangan pecambukan pada bagian kepala 
didasarkan kepada atsar sahabat Umar yang mengatakan kepada 
eksekutor jilid.
78
Jumlah maksimal jilid dalam ta’zi>r, menurut 
mazhab Hanafi ta’zi>r itu tidak boleh melampaui batas hukuman h}ad. 
c. Hukuman penjara 
Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. 
Pertama al-habsun, kedua as-sijn. Pengertian al-habsu menurut 
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bahasa adalah mencegah atau menahan. Dengan demikian al-habsun 
artinya tempat untuk menahan orang. Menurut Imam Ibn Qayyim 
Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan al-habsun menurut syara’ 
bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan 
menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan 
perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, di 
masjid atau di tempat lainnya.
79
 Dalam hukum Islam hukuman 
penjara dibagi menjadi dua: 
1) Hukuman penjara terbatas, berlaku untuk pidana ta’zi>r biasa dan 
tindak pidana ringan. Batas terendah hukuman ini adalah selama 
satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan para 
fuqaha. Sebagian ulama menyebutkan batas tertinggi tidak lebih 
dari enam bulan, sebagian lain berpendapat diserahkan kepada 
penguasa. 
2) Hukuman penjara tidak terbatas, berlaku untuk orang yang 
berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana 
(mu‟tadul irjam), orang yang biasa melakukan tindak pidana 
pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian atau orang yang 
tindak pidananya tidak dicegah dengan hukuman biasa, terhukum 
terus sampai menampakkan tibat dan baik pribadinya atau sampai 
mati. 
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d. Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan termasuk hukuman h}ad yang 
diterapkan untuk pelaku tindak pidana h}ira>bah (perampokan) 
berdasarkan surat al-Maidah ayat 33. Meskipun demikian, dalam 
praktik hukuman pengasingan diberlakukan juga sebagai hukuman 
ta’zi>r. Jari>mah yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang-
orang berperilaku mukhannats} (waria), yang pernah dilakukan oleh 
Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Hukuman 
pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jari>mah yang 
dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga harus 
dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh 
tersebut.
80
 
e. Perampasan harta 
Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman 
ta’zi>r dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, 
hukuman ta’zi>r dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. 
Pendapat ini diikuti oleh muridnya yaitu Muhammad Ibn Hasan, 
tetapi muridnya yang lain yaitu Abu Yusuf membolehkannya apabila 
dipandang membawa maslahat. 
81
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f. Menghancurkan harta 
Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yangbersifat 
mungkar. Misalnya penghancuran peralatan dan kioskhamar. 
Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kiostempat dijualnya 
khamarmilik Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, bukan 
Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali yang pernah memutuskan 
membakar kompleks yang menjual khamar. Pendapat ini merupakan 
pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali, Malik, dan lain-
lainnya.
82
 
g. Mengubah bentuk barang 
Adapun hukuman ta’zi>r berupa mengubah harta pelaku antara 
lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim 
dengan cara memotong bagian kepalanya, hingga mirip dengan 
pohon.
83
 
h. Memiliki barang 
Hukuman ta’zi>r dalam bentuk ini juga disebut denganhukuman 
denda yaitu hukuman ta’zi>r berupa pemilikan harta pelaku, antara 
lain seperti keputusan Rasulullahmelipatgandakan denda bagi 
seseorang yang mencuri buahbuahan di samping hukuman cambuk. 
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Demikian pulakeputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan 
denda bagiorang yang menggelapkan barang temuan.
84
 
i. Hukuman denda 
Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok atau berdiri 
sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. 
Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang 
lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang 
mengadili perkara jari>mahta’zi>r karena hakim dalam kebebasan yang 
penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat 
mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan 
jari>mah, pelaku, siatuasi, maupun kondisi.85 
j. Peringatan keras 
Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang dengan 
mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya 
kepada pelaku. Isi peringatan ini misalnya berbunyi: “telah sampai 
kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan oleh karena itu jangan 
kau lakukan lagi hal itu.” Peringatan keras semacam ini dianggap 
sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku 
dipanggil ke dalam sidang pengadilan. Namun apabila pelaku 
membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku 
dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberikan peringatan keras. 
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Isi peringatan itu misalnya sama dengan yang dikemukakan di atas, 
tetapi langsung diucapkan oleh hakim, disertai dengan muka yang 
masam. 
86
 
k. Hukuman berupa nasehat 
Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah 
mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan mengajarinya apabila di 
tidak mengerti.
87
 
l. Pengucilan 
Pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan 
orang lain dengan sebaliknya melarang masyarakat untuk 
berhubungan dengan pelaku.
88
 
m. Pemecatan 
Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan 
diberhentikan dari pekerjaan itu. Hukuman ta’zi>r berupa 
memberhentikan dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap 
pegawai yang melakukan jari>mah, baik yang berhubungan dengan 
pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.
89
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o. Publikasi  
Dasar hukum untuk hukuman publikasi kesalahan atau 
kejahatan secara terbuka adalah tindakan Khalifah Umar terhadap 
seorang saksi palsu yang sudah di jatuhi hukuman jilid lalu diarak 
keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia 
seorang saksi palsu. Dan dalam surah an-Nur ayat 2 tentang 
hukuman zina>, di sana disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman jilid 
harus disaksikan oleh sekelompok orang-orang mukmin. Ini 
mengandung arti bahwa di dalamnya terdapat unsur publikasi 
tentang kesalahan pelaku zina>. Atas dasar itu maka jumhur ulama 
sepakat untuk memasukkan publikasi sebagai salah satu jenis 
hukuman ta’zi>r.90 
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NO. 178/PID.B/2018/PN 
BYL TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Boyolali 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Boyolali 
Pengadilan Negeri Boyolali merupakan lembaga penyelenggara 
kekuasaan Negara di bidang Yudikatif/Kekuasaan Kehakiman di 
wilayah Kabupaten Boyolali. Kedudukannya sejajar dengan 
penyelenggara kekuasaan Negara di bidang Eksekutif dan bidang 
Legislatif.
91
 
Dahulu Pengadilan Negeri Boyolali masih menjadi satu dengan 
Pengadilan Negeri Surakarta, sedang persidangan tetap di Boyolali (di 
Gedung Jl. Pandanaran No. 167). Gedung tersebut adalah gedung 
peninggalan Belanda/kuno. Gedung tersebut masih menjadi satu 
dengan Kejaksaan dan Kantor Pos. Sejalan dengan perkembangan 
Kabupaten Boyolali maka dirasa perlu adanya kantor Pengadilan 
Negeri Boyolali. Kira-kira tahun 1955 mulai dirintis berdirinya kantor 
Pengadilan Negeri Boyolali dengan status persiapan atau sementara. 
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Setelah tahun berjalan Pengadilan Negeri Boyolali semakin ramai, 
dengan pimpinan dijabat Bp. Sudjadi, SH (1959-1965).
92
 
Pada tahun 1985 telah terlaksana pengadaan tanah seluas 
4.500m2 yang terletak di Mojosongo, Boyolali. Selanjurnya, pada 
tahun 1988 telah terlaksana pembangunan gedung seluas 628m2 yang 
terletak di Mojosongo, Boyolali. Selesai pembangunannya pada 
tanggal 27 Mei 1989.
93
 
2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Boyolali 
a. Visi: 
Mewujudkan Pengadilan Negeri Boyolali yang Agung. 
b. Misi: 
1) Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua 
lapisan masyarakat. 
2) Memberikan akses publik seluas luasnya tentang informasi 
demi terwujudnya transparansi pengadilan. 
3) Mewujudkan proses pemeriksaan perkara sederhana, cepat, dan 
dengan biaya ringan. 
4) Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, 
kepastian hukum dan dapat dilaksanakan. 
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5) Menciptakan aparatur pengadilan negeri boyolali yang jujur, 
bersih, dan berwibawa.
94
 
 
B. Deskripsi Perkara Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Byl 
1. Kronologi Kasus 
Bahwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan yang dibacakan 
oleh Penuntut Umum kronologi kasusnya adalah sebagai berikut: 
Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 
Sepetember 2018 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah 
Sugianto Bin Suradi dengan maksud untuk meminta dicarikan sewa 
mobil untuk pergi ke Jepara. Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB 
Terdakwa bersama dengan Sugianto menuju rumah Rudiyanto Bin 
Achmad untuk menyewa mobil milik Rudiyanto. Kemudian Terdakwa 
menyewa mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol. E-1697-HI 
untuk 2 (dua) hari dengan harga sewa 1x24 jam sebesar Rp.300.000,- 
(tiga ratus ribu rupiah).
95
 
Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sugianto 
berangkat menuju Jepara dengan posisi Sugianto sebagai sopir, namun 
sesampainya di daerah Batang, Terdakwa meminta kepada Sugianto 
untuk menggantikan posisinya dengan alasan biar tidak salah jalan dan 
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Sugianto bisa istirahat. Kemudian ketika sampai di daerah Demak, 
mobil berhenti dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lani untuk 
membahas jual beli tokek. Akhirnya Terdakwa tidak jadi pergi ke 
Jepara namun menuju ke Karanganyar untuk bertemu dengan 
Sdr.Agus. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke 
Cirebon dan mobil dikemudikan lagi oleh Sugiyanto dan saat 
perjalanan baru sekitar 20 KM, Terdakwa meminta kembali untuk 
mengemudikan mobil. Kemudian sesampainya di masjid Al Hikmah 
Dukuh Bulusari Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten 
Boyolali Sugianto meminta Terdakwa berhenti sebentar untuk 
memunaikan ibadah sholat subuh dan saat itu timbul dalam pikiran 
Terdakwa untuk meninggalkan Sugianto. Saat Sugianto menunaikan 
ibadah sholat subuh, Terdakwa menghidupkan mesin dan pergi 
meninggalkan Sugianto ke arah Semarang, namun setelah 1 KM 
Terdakwa berputar arah menuju ke Solo karena Terdakwa berniat 
untuk ke Nganjuk. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan 
menuju Banyuwangi, namun ketika sampai di daerah Lumajang 
mobilkehabisan bahan bakar karena Terdakwa tidak mempunyai uang, 
maka Terdakwa menghubungi temannya Budi untuk membelikan 
bahan bakar. Kemudian Terdakwa menuju rumah Budi yang berada di 
Jember dan seampainya di sana sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa 
ditangkap oleh anggota polisi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut 
57 
 
 
 
korban Rudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 107.000.000,- 
(seratus tujuh juta rupiah).
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2. Dakwaan 
Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagaimana tercantum 
dalam putusan No. 178/Pid.B/2018/PN.Byl, yaitu sebagai berikut: 
Kesatu 
Bahwa ia terdakwa Manang Agus Prasetyanto Bin Mahmud 
pada hari Selasa tanggal 11 september 2018 sekira jam 05.30 WIB 
atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, 
bertempat di halaman masjid Al Hikmah Dukuh Bulusari Desa 
Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali atau setidak 
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum 
Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai 
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang.
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Atau 
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Putusan Pengadilan Negeri Boyolali……., hlm. 3-4.  
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 Dakwaan Perkara Nomor 178/Pid.b/2018/PN BYL dalam perkara penggelapan, 
dibacakan putusan tanggal 02 Januari 2019, hlm. 2. 
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Kedua 
Bahwa ia terdakwa Manang Agus Prasetyanto Bin Mahmud 
pada hari Selasa tanggal 11 september 2018 sekira jam 05.30 WIB 
atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, 
bertempat di halaman masjid Al Hikmah Dukuh Bulusari Desa 
Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum 
Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum 
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan.
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Dengan demikian bahwa Penuntut Umum mendakwa dengan 
dakwaan alternatif maksudnya masing-masing dakwaan tersebut 
saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan 
pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk 
menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa 
memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.
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 Dakwaan Perkara...., hlm. 4. 
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 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indinesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 
185. 
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3. Pembuktian Dalam Persidangan 
Untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah 
mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. Adapun saksi-saksi tersebut 
sebagai berikut: 
a. Saksi Rudiyanto bin Achmad (saksi korban), pada pokoknya 
menerangkan: 
1) Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga. 
2) Bahwa saksi menerangkan kalau mendapat kabar dari Sugianto 
kendaraan miliknya telah dibawa pergi oleh Terdakwa. 
3) Bahwa saksi menerangkan kalau awalnya Terdakwa ingin 
menyewa kendaraan untuk dibawa ke kota Jepara. 
4) Bahwa atas kejadian tersebut kerugian saksi sebesar Rp. 
107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).
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b. Saksi Sugianto bin Suradi, pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
1) Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa mendatangi rumah 
saksi yang berada di Kalitanjung, Harjamukti, Kota Cirebon 
untuk menyewa kendaraan milik saksi dan meminta diantar ke 
daerah Jepara. 
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 Pembuktian Persidangan Perkara Nomor 178/Pid.b/2018/ PN BYL dalam perkara 
penggelapan, dibacakan putusan tanggal 02 Januari 2019, hlm.8.  
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2) Bahwa saksi menerangkan kalau kendaraan miliknya sedang 
disewa oleh orang lain dan saksi menyarankan untuk menyewa 
kendaraan milik Rudiyanto. 
3) Bahwa saksi menerangkan pada saat menuju ke kota Jepara 
saat melintasi daerah Alas Roban, Kabupaten Batang, 
teerdakwa meminta agar dirinya saja yang mengemudikan 
kendaraannya dengan alasan agar tidak tersesat saat menuju 
kota Jepara. 
4) Bahwa saksi menerangkan kalau sesampainya di kota Demak, 
terdakwa menemui seorang perempuan yang saksi tidak tahu 
siapa dan setelah bertemu dengan perempuan tersebut terdakwa 
mengatakan kalau dirinya tidak jadi ke kota Jepara. 
5) Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa meminta saksi untuk 
mengantarkan ke daerah Kabupaten Karanganyar yaitu di 
dekatbekas pabrik gula Colomadu. Setelah urusan terdakwa 
selesai, terdakwa mengajak kembali ke kota Cirebon. 
6) Bahwa saksi meminta terdakwa untuk berhenti sebentar di 
sebuah masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan 
berhenti di daerah Ampel, Kabupaten Boyolali. 
7) Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa saat itu mengatakan 
hendak menunggu di mobil saja sambil beristirahat, namun 
setelah saksi selesai menunaikan sholat ternyata terdakwa 
sudah tidak ada di parkiran masjid beserta mobilnya dan 
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setelah menunggu beberapa lama terdakwa ternyata juga tidak 
kembali hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke 
Polsek Ampel.
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c. Saksi Sutiman bin Wiryo Martono, pada pokoknya menerangkan 
sebagi berikut: 
1) Bahwa saksi adalah taqmir masjid yang berada di Kecamatan 
Ampel, Kabupaten Boyolali. 
2) Bahwa saksi menerangkan telah didatangi petugas kepolisian 
dari Polsek Ampel saat saksi sedang berada di rumah. Pihak 
kepolisian meminta tolong saksi untuk membuka rekaman 
CCTV yang ada di masjid karena ada laporan kehilangan 
kendaraan. 
3) Bahwa saksi menerangkan kalau pagi itu ada orang yang 
bertanya mengenai kendaraan yang sebelumnya 
ditumpanginya.
102
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan 
pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak 
berkeberatan. 
d. Manang Agus Prasetyanto bin Mahmud, bahwa terdakawa di 
persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
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 Pembuktian Persidangan....., hlm. 6. 
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1) Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 terdakwa 
mendatangi rumah Sugiyanto untuk menyewa kendaraan dan 
menyuruh diantar ke Kota Jepara. 
2) Bahwa benar Sugiyanto menyarankan untuk menyewa 
kendaraan milik Rudiyanto karena kendaraan miliknya sedang 
disewa orang lain. 
3) Bahwa benar kemudian Sugiyanto bersama terdakwa pergi 
menuju ke kota Jepara, namun saat melintasi daerah Alas 
Roban, Kabupaten Batang, terdakwa meminta agar dirinya saja 
yang mengemudikan kendaraannya dengan alasan agar tidak 
tersesat saat menuju Jepara. 
4) Bahwa benar kalau sesampainya di kota Demak, terdakwa 
menemui seorang perempuan yang bernama Lani untuk 
membahas jual beli tokek, kemudian terdakwa mengatakan 
kalau dirinya tidak jadi ke kota Jepara. 
5) Bahwa benar terdakwa meminta Sugiyanto untuk 
mengantarkan ke daerah Kabupaten Karanganyar yaitu di dekat 
bekas pabrik gula Colomadu, untuk bertemu dengan seseorang 
yang bernama Agus untuk bertransaksi jual beli keris. 
Kemudian, terdakwa juga tidak dapat melaksanakan transaksi 
jual beli dikarenakan keris yang akan dijual ketinggalan di 
Cirebon. Terdakwa mengajak kembali ke kota Cirebon. 
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6) Bahwa benar Sugiyanto meminta terdakwa untuk berhenti 
sebentar di sebuah masjid untuk menunaikan ibadah sholat 
subuh dan berhenti di daerah Ampel, Kabupaten Boyolali. 
7) Bahwa benar terdakwa saat itu mengatakan hendak menunggu 
di mobil saja sambil beristirahat, namun setelah Sugiyanto 
masuk ke dalam masjid, terdakwa kemudian pergi dari parkiran 
masjid dengan menggunakan mobil tersebut menuju daerah 
Nganjuk untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Papi 
untuk membicarakan masalah warisan perkebunan. 
8) Bahwa terdakwa kemudian bersama Papi pergi menuju 
Banyuwangi namun sampai di daerah Lumajang, terdakwa 
denga Papi berselisih paham dan Papi akhirnya turun di tengah 
perjalanan. Kemudian terdakwa menghubungi temanya yang 
bernama Budi yang berada di Jember untuk menyusul 
terdakwake daerah Lumajang karena terdakwa sudah kehabisan 
bekal dan bahan bakar. Kemudian terdakwa pergi ke rumah 
Budi dan memutuskan untuk beristirahat di sana, namun 
sorenya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah 
membawa lari kendaraan milik orang lain.
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Bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan alat 
bukti sebagai berikut: 
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Pembuktian Persidangan.....,hlm.10. 
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a. 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.E-
1697-HI, Noka: MHKV1BA1JDK023820, Nosin : MB55448 
beserta STNK an. Dahliana; 
b. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat; 
c. 1 (satu) buah dompet warna coklat; 
d. 1 (satu) buah SIM B1; 
e. 1 (satu) buah KTP; 
f. 1 (satu) lembar STNK No.Pol. E-2639-LH an. Roy 
Gunawan;
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Bahwa dari hasil putusan No. 178/Pid.B/2018/PN Byl, 
disebutkan bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang 
meringankan bagi dirinya, karena terdakwa mengakui kesalahan 
tersebut dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. 
4. Tuntutan  
Atas dasar pemeriksaan dan bukti-bukti maka Penuntut Umum 
mengajukan tuntutan sebagai berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa Manang Agus Prasetyanto Bin Mahmud 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan 
tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua. 
                                                          
104
 Putusan Pengadilan......, hlm. 12. 
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b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama 
Terdakwa ditahan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM merk 
Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.E-1697-HI, Noka: 
MHKV1BA1JDK023820, Nosin: MB55448 beserta STNK an. 
Dahliana, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) buah 
dompet warna coklat, 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 1 
(satu) lembar STNK No.Pol. E-2639-LH an. Roy Gunawan. 
d. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
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Bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut lebih rendah dari 
hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP 
yaitu 4 tahun. 
5. Amar Putusan 
Dengan diajukannya tuntutan oleh Penuntut Umum kepada 
Majelis Hakim dan atas dasar musyawarah dalam putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali tanggal 2 Januari 2019 No. 178/Pid.B/2018/PN Byl, 
Hakim telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa Manang Agus Prasetyanto bin Mahmud 
tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan 
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 Tuntutan Perkara Nomor 178/Pid.b/2018/PN BYL dalam perkara penggelapan, 
dibacakan putusan tanggal 02 Januari 2019, hlm. 2. 
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bersalahmelakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana 
dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. 
e. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Xenia warna silver No.Pol.E-
1697-HI, Noka: MHKV1BA1JDK023820, Nosin: MB55448 
beserta STNK atas nama Dahliana; 
2) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat; 
3) 1 (satu) buah dompet warna coklat; 
4) 1 (satu) buah SIM B1; 
5) 1 (satu) buah KTP; 
6) 1 (satu) lembar STNK No.Pol. E-2639-LH atas nama Roy 
Gunawan; 
7) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
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Bahwa putusan hakim tersebut telah menjatuhkan putusan 
lebih rendah dari dakwaan Penuntut Umum. 
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 Amar Putusan Perkara Nomor 178/Pid.b/2018/PN BYL dalam perkara penggelapan, 
dibacakan putusan tanggal 02 Januari 2019, hlm. 20. 
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6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara 
Nomor 178/Pid.B/2018/PN Byl 
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No. 
178/Pid.B/2018/PN Byl yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang 
diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta 
hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa terdakwa Manang Agus Prasetyanto bin Mahmud telah 
terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan. 
b. Bahwa terdakwa terbukti telah merugikan korban sebesar Rp. 
107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). 
c. Terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 
KUHP. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan 
Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan 
oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan kedua yaitu melanggar 
Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
107
 
1) Unsur Barangsiapa 
Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini menunjuk 
kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan 
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 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 178/Pid.b/2018/PN BYL dalam 
perkara penggelapan, dibacakan putusan tanggal 02 Januari 2019, hlm. 14. 
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perbuuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya 
mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam 
perkara pidana. 
Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh 
Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara 
ini adalah Manang Agus Prasetyanto bin Mahmud yang mana 
dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tersebut telah 
membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga 
jelaslah unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada terdakwa Manang 
Agus Prasetyanto bin Mahmud. Dengan demikian unsur pertama 
ini telah terpenuhi menurut hukum. 
2) Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu 
barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan 
orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena 
kejahatan 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti 
menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 saksi 
mendatangi rumah Sugiyanto untuk menyewa kendaran milik 
Sugiyanto dan meminta diantar ke daerah Jepara, namun karena 
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kendaran milik Sugiyanto sedang disewa oleh orang lain, 
Sugiyanto menyarankan untuk menyewa kendaraan milik 
Rudiyanto saja. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Sugiyanto 
bersama dengan Terdakwa kemudian pergi menuju ke garasi 
Rudiyanto untuk meminjam kendaraan. Setelah sampai garasi 
Sugiyanto menerangkan kepada Rudiyanto maksud Terdakwa yang 
akan menyewa kendaraan miliknya, Rudiyanto mengatakan biaya 
sewa kendaraannya yaitu Daihatsu Xenia sejumlah Rp. 300.000,- 
(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui uang sewa 
tersebut. Rudiyanto juga meminta Sugiyanto yang mengemudikan 
kendaraannya karena Rudiyanto hanya mengenal Sugiyanto. 
Kemudian Sugiyanto bersama terdakwa pergi menuju ke kota 
Jepara, namun saat melintasi daerah Alas Roban, Kabupaten 
Batang, terdakwa meminta agar dirinya saja yang mengemudikan 
kendaraannya dengan alasan agar tidak tersesat saat menuju kota 
Jepara. Sesampainya di kota Demak, terdakwa menemui seorang 
perempuan yang bernama Lani untuk membahas jual beli binatang 
tokek, namun karena sesuatu hal transaksi tersebut tidak jadi 
dilaksanakan. Kemudian setelah bertemu denag Lani, Terdakwa 
mengatakan kalau dirinya tidak jadi ke kota Jepara dan selanjutnya 
meminta Sugiyanto untuk mengantarkan terdakwa ke daerah 
Kabupaten Karanganyar untuk bertemu dengan seseorang yang 
bernama Agus untuk bertransaksi jual beli keris. Sugiyanto 
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kemudian mengantarkan Terdakwa ke tempat yang disebutkan 
tersebut yaitu di dekat bekas pabrik gula Colomadu. Sugiyanto dan 
terdakwa sampai di tempat tersebut pada tanggal 11 September 
2018 sekitar pukul 02.30 WIB dan di tempat Agus tersebut 
terdakwa juga tidak dapat melaksanakan transaksi jual beli 
dikarenakan keris yang akan dijualnya ketinggalan di kota Cirebon 
dan kemudian terdakwa mengaja Sugiyanto kembali ke kota 
Cirebon.  
Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Ampel, 
Kabupaten Boyolali, Sugiyanto meminta terdakwa untuk berhenti 
sebentar di sebuah masjid yang berada di pinggir jalan Solo-
Semarang untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Terdakwa saat 
itu mengatakan hendak menunggu di mobil saja sambil beristirahat. 
Tidak lama setelah Sugiyanto masuk ke dalam masjid terdakwa 
kemudian pergi dari parkiran masjid dengan menggunakan mobil 
tersebut menuju daerah Nganjuk untuk bertemu seseorang yang 
bernama Papi untuk membicarakan masalah warisan perkebunan 
dan selanjutnya Terdakwa dan orang yang bernama Papi tersebut 
pergi menuju ke Banyuwangi namun sampai di daerah Lumajang, 
Terdakwa dengan Papi berselisih paham dan Papi akhirnya turun di 
tengah perjalanan. Kemudian terdakwa menghubungi termannya 
yang bernama Budi yang berada di Jember untuk menyusul 
Terdakwa ke daerah Lumajang karena Terdakwa sudah kehabisan 
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bekal dan bahan bakar. Setelah Budi datang kemudian Terdakwa 
pergi kerumah Budi yang berada di Jember dan terdakwa 
memutuskan untuk beristirahat di rumah Budi, namun sorenya 
Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karean telah membawa 
lari kendaraan milik orang lain dan Terdakwa di persidangan juga 
mengatakan kalau dirinya tidak pernah meminta ijin kepada 
Sugiyanto untuk membawa kendaraan tersebut ke darah Jawa 
Timur. 
Menimbang dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi 
oleh perbuatan Terdakwa. 
Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 372 KUHP 
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu sebagai 
berikut: 
a) Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan 
masyarakat, Perbuatan Terdakwa sudah merugikan Rudiyanto. 
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b) Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum 
dan Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim di atas menurut 
unsur-unsur tersebut terbukti dan oleh karenanya hakim telah 
memutuskan perkara tersebut. 
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BAB IV 
ANALISIS KASUS NO. 178/PID.B/2018/PN BYL TENTANG TINJAUAN 
HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENGGELAPAN 
A. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memberikan 
Putusan No. 178/Pid.B/2018/PNByl Tentang Tindak Pidana 
Penggelapan 
Bahwa hakim dalam pengambilan keputusan didasarkan kepada 
suratdakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, 
hal iniberdasarkan pada Pasal 191 KUHAP.
108
 Selain itu hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali minimal dengan 2 
(dua) alat 
bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya”.109 
Dalam Pasal 184 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Dalam putusan No. 178/Pid.B/2018/PN Byl, saksi yang dihadirkan dalam 
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persidangan terdapat 3 saksi yaitu saksi Sugianto yaitu teman korban yang 
menjadi sopir saat kejadian tersebut, saksi Rudiyanto yang mana menjadi korban 
dalam kasus ini, saksi Sutiman taqmir masjid al- hikmah. Selanjutnya pembuktian 
dari keterangan terdakwa, di persidangan terdakwa telah membenarkan semua 
keterangan yang diberikan oleh para saksi dan membenarkan barang bukti yang 
ditunjukan oleh Penuntut Umum. 
Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah sah dan terbukti 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 
KUHP tentang tindak penggelapan yang didakwakan oleh Penuntut Umum 
antara lain: 
a. Unsur Barangsiapa 
Bahwa unsur barangsiapa yaitu setiap orang selaku subyek 
hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwakan telah 
melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa dipersidangan telah 
dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Manang Agus Prasetyanto 
bin Mahmud dengan umur 50 tahun yang mana dalam pemeriksaan 
dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya 
sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta 
keadaan terdakwa dapat dilihat baik secara fisik maupun mentalnya 
sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya itu. Dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi 
menurut hukum. 
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b. Unsur dengan sengaja 
Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi 
segala perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya. Bahwa 
terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 dengan sengaja 
mendatangi ke rumah saksi korban yang bernama Rudiyanto bin 
Achmad dan kedatangan terdakwa kerumah saksi Rudiyanto untuk 
menyewa kendaraan. 
c. Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali 
atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada 
dalam tangannya bukan karena kejahatan 
Bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif/ pilihan 
maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada didalam 
kalimat unsur ketiga tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagian termasuk kepunyaan 
orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. 
Setelah terdakwa terbukti bersalah kemudian tugas hakim adalah 
menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus memperhatikan 
mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang 
memberatkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f 
KUHAP yang berbunyi: 
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“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa”110 
 
Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa.Keadaan yang 
memberatkan terdakwa adalah perbuatannya meresahkan masyarakat dan 
perbuatannya sudah merugikan Rudiyanto.Sedangkan keadaan yang 
meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa 
menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya. 
Sehingga menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara No. 178/Pid.B/2018/PN Byl sudah sesuai dengan ketentuan yang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang mengatur mengenai hakim tidak 
boleh menjatuhi pidana kepada seseorang minimal dengan 2 alat bukti 
yang sah dan Pasal 191 mengenai di dalam persidangan terdakwa dapat 
dijatuhi hukuman apabila kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan 
telah melakukan tindak pidana. Di dalam putusan ini hakim menjatuhi 
hukuman berdasarkan 3 keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang 
dihubungkan dengan barang bukti. 
Dalam fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa Manang Agus Prasetyanto dengan penjara selama 
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satu (1) tahun. Hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan 
jaksa penuntut umum. Tuntutan dari jaksa yang menuntut satu (1) tahun 
dua (2) bulan juga jauh dari hukuman maksimal seperti yang tercantum 
dalam Pasal 372 KUHP yaitu 4 tahun. Menurut penulis sudah cukup 
adil karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa, karena ada hal yang dapat memberatkan adalah Perbuatan 
Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban. 
Sedangkan hal yang dapat meringankan adalah Terdakwa bersikap 
sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang, Terdakwa 
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, 
Terdakwa belum pernah dihukum. Maka, dengan dijatuhkannya 
putusan tersebut dapat memberikan efek jera dan agar tidak mengulangi 
kembali perbuatan tersebut. 
Bahwa berdasarkan analisis di atas sesuai dengan Pasal 372 
KUHP tentang penggelapan dan KUHAP Pasal 184 ayat (1) tentang 
alat bukti yang menyatakan terpenuhi. 
 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 178/Pid.B/2018/PN Byl 
Berdasarkan kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Boyolali 
Tahun 2018 putusan No. 178/Pid.B/2018/PN Byl, kasus tersebut pada 
dasarnya terdakwa membawa mobil secara diam-diam yang dipergunakan 
untuk kepentingan pribadi terdakwa. 
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 Penggelapan dapat diqiyaskan dengan pendapat para ulama tentang 
mengingkari barang yang dipinjamnya (djahidu ‘ariyah), selain itu juga 
dapat diqiyaskan dengan al-gulul. Sedangkan pengertian gulul ialah 
mencuri harta rampasan perang(ghanimah) atau menyembunyikan 
sebagian-Nya (untuk dimiliki) sebelummenyampaikan ke tempat 
pembagian. 
Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa gulul terjadi 
pada penggelapan harta rampasan perang. Hal tersebut sesuai dengan QS. 
Al-Imran 161: 
 ىًنل ىفاىكاىمىك ىػن ُّليك ٌفّىويػت َّيثْ ًة ىميًقٍلا ـىٍوىػي َّلىغاىبِ ًتٍأىي ٍليلٍغَّػي ٍنىمىك َّليغَّػي ٍفىا ًٌب ٍتىب ىسىكاَّم وسٍف
 ىفٍويمىلٍظييىلَ ٍميهىك 
“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada 
hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya 
itu.Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna 
sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak 
dizalimi”.111 
 
Berdasarkan asbabun nuzul dan penafsiran terhadap surat Ali 
Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian 
gulul, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan gulul sebagai 
penghianatan pada ghanimah. sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, 
Muhammad Bin Salim Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan 
pengertian gulul dengan uraian sebagai berikut "Dalam kitab az zawajir 
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dijelaskan bahwa gulul adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan 
yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit 
terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengesampingkan 
kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang 
digelapkan itu sedikit.
112
 
Menurut arti bahasa ta’zi>r berasal dari kata azzara yang berarti 
man’uwa radda (mencegah dan menolak). Sedangkan menurut istilah 
ta’zi>rdidefinisikan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut: 
 يدٍكيدٍٍلْا اىهٍػيًف ٍعىرٍشيت ٍىلَ ًبٍويػنيذ ىىلىع هبٍيًد ٍأىتيرٍػًيزٍعَّػتلاىك 
Ta’zi>ritu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) 
yang belumditentukan hukumannya oleh syara‟.113 
 
Sehingga ta’zi>r adalah salah satu istilah untuk hukuman atas 
jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara‟. 
Dikalangan fuqaha, jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan 
oleh syara‟ dinamakandengan jari>mah ta’zi>r. 
Dari segi sifatnya, jari>mah ta'zi>r dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 
bagian yaitu: 
a. ta'zi>r karena melakukan perbuatan maksiat; 
b. ta'zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum; 
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c. ta'zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran, dibagi menjadi dua 
bagian yaitu: 
1) Jari>mah ta'zi>r yang menyinggung hak Allah 
2) Jari>mah ta'zi>r yang menyinggung hak individu114 
Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa 
dalamperkara Pengadilan Negeri Boyolali No.178/Pid.B/2018/PN.Byl 
tentang penggelapan.Dengan adanya niat, perbuatan, keadaan terdakwa 
dan akibat dari tindakan terdakwa dalam ruang lingkup Hukum Pidana 
Islam termasuk jari>mahta’zi >r dan termasuk jari>mah yang ditentukan al-
Qur‟an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya.Untuk 
menentukan sanksi jari>mah ta’zi>r diberikan kepada hakim untuk memilih 
hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jari>mah ta’zir serta 
keadaan terdakwa, karena tidak diatur dengan jelas pada al-Qur‟an dan al-
Hadis. 
Sehingga dalam perkara penipuan putusan nomor 
178/Pid.B/2018/PN. Byl dikategorikan dalam ta'zi>rkarena melakukan 
perbuatan pelanggaran yangmengakibatkan kerugian kepada orang 
tertentu. Karena dalam kasus ini hanyakorban Rudiyanto saja yang 
mengalami kerugian. Sehingga menurut penulismengenai macam 
hukuman ta'zi>rmaka tergantung pada wewenangan daripenguasa (hakim) 
seperti hukuman penjara. 
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Jika ditinjau menurut perspektif Islam mengenai hukuman 
penjaramerupakan salah satu bentuk dari hukuman ta’zi>r, pada masa Nabi 
dan Abu Bakar tidak ada tempat khusus disediakan untuk menahan 
seseorang pelaku akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan 
wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa 
pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayah dengan harga 
4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.
115
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak 
pidana penggelapan (studi putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 
178/Pid.B/2018/PN Byl) yang telah diuraikan panjang lebar secara 
obyektif dan ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim atas putusan perkara No. 178/Pid.B/2018/PN Byl, 
hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. 
Dengan demikian terdakwa Manang terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan 
diputus dengan hukuman 1 tahun penjara. 
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara No. 
178/Pid.B/2018/PN Byl tentang tindak pidana penggelapan, perbuatan 
tersebut termasuk dalam jari>mah ta’zi>r, yaitu hukuman atas jari>mah-
jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Karena di 
dalam Al Qur‟an tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukuman bagi 
pelaku penggelapan walaupun larangan penggelapan itu dilarang di 
dalam Al Qur‟an. Sehingga hukuman bagi pelakunya dikategorikan 
dalam ta’zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran yang 
mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Sehingga menurut 
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penulis mengenai macam hukuman ta’zi>r maka tergantung pada 
wewenang dari penguasa (hakim) seperti hukuman penjara yang 
memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana 
tersebut. 
B. Saran  
1. Masalah penggelapan sudah sering terjadi dikalangan masyarakat, 
yang dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga masyarakat harus 
diberi penyuluhan hukum mengenai penggelapan dan sanksi yang 
diberikan bagi pelaku penggelapan. 
2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara seharusnya dengan 
hukuman maksimal karena perbuatan dalam Pasal 372 KUHP tentang 
tindak pidana penggelapan dapat merugikan orang dan jika dihukum 
maksimal dapat menimbulkan efek jera. 
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